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ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI :

DASAR  PENINJAUAN PERUBAHAN DALUWARSA PENGAJUAN
KOMPENSASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
103/PUU-XXI1/2023

NAMA MAHASISWA : Dimas Wijanarko

NIM : 205210216

KATA KUNCI : Kompensasi, Terorisme, Korban, Daluwarsa, Lex Certa.

ISI ABSTRAK : Kompensasi merupakan elemen penting dalam kerangka hukum
untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme.
Pengajuan kompensasi adalah hak penuh korban untuk memulihkan hak-hak mereka
yang hilang akibat tindakan terorisme. Namun, pelaksanaan kompensasi di Indonesia
menghadapi tantangan administratif yang berpotensi merugikan korban, khususnya
terkait pembatasan waktu 3 tahun yang ditetapkan oleh Pasal 43L ayat (4) UU
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian skripsi ini menerapkan jenis
penelitian hukum berupa yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian komparatif,
mengumpulkan data dan informasi melalui studi kepustakaan, pendekatan penelitian
melalui pendekatan komparatif, dan teknik analisis data secara kualitatif. Meskipun
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI1/2023 memperpanjang batas
waktu pengajuan menjadi 10 tahun terhitung sejak tanggal UU Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berlaku, norma tersebut tidak memberikan fleksibilitas bagi korban
yang mengalami trauma berat dan tidak memperhatikan ius constituendum dalam
kebijakan mengenai batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban tindak pidana
terorisme yang terjadi di masa lalu. Sebagai pembanding, kebijakan di Perancis
menetapkan waktu pengajuan kompensasi berdasarkan keterangan medis yang
memastikan korban dapat mengajukan klaim kapan saja selama keterangan tersebut
memuat pernyataan bahwa memang benar alasan korban membutuhkan kompensasi
adalah karena dampak dari tindak pidana terorisme. Pendekatan ini lebih sesuai dengan
prinsip Lex Certa yang mengutamakan kejelasan dan kepastian hukum. Untuk
meningkatkan keadilan bagi korban, Indonesia perlu mempertimbangkan pembatasan
waktu yang lebih adaptif dan merumuskan norma hukum secara cermat agar tidak
menimbulkan ketidakpastian. Reformasi hukum yang berorientasi pada pemulihan
korban akan mendukung perlindungan hak-hak konstitusional secara lebih optimal.



ABSTRACT

THESISTITLE :

THE LEGAL BASIS FOR REVIEWING THE STATUTE OF LIMITATIONS ON
COMPENSATION CLAIMS IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.
103/PUU-XX1/2023

AUTHOR’S NAME : Dimas Wijanarko

NIM : 205210216

KEYWORDS : Compensation, Terrorism, Victim, Statute of Limitations, Lex Certa.
ABSTRACT CONTENT : Compensation is a crucial element within the legal
framework to ensure justice and protection for victims of terrorism-related crimes.
The right to file for compensation is a fundamental entitlement for victims to restore
their rights lost due to terrorist acts. However, the implementation of compensation in
Indonesia faces administrative challenges that may disadvantage victims, particularly
regarding the three-year time limit set by Article 43L paragraph (4) of the Law on the
Eradication of Terrorism Crimes. This thesis research applies a type of legal research
in the form of normative juridical with comparative research specifications, collecting
data and information through library studies, a research approach using a
comparative approach, and qualitative data analysis techniques. Although the
Constitutional Court Decision No. 103/PUU-XXI/2023 extended the filing period to
10 years from the enactment of the Law on the Eradication of Terrorism Crimes, this
provision does not provide flexibility for victims suffering from severe trauma and does
not take into account ius constituendum in the statute of limitations for compensation
claims from past terrorism victims. In contrast, the French policy sets the
compensation filing period based on medical testimony, allowing victims to submit
claims at any time as long as the medical statement confirms that the need for
compensation is directly linked to the impact of a terrorist crime. This approach aligns
more closely with the principle of Lex Certa, which prioritizes clarity and legal
certainty. To enhance justice for victims, Indonesia needs to consider more adaptive
time limitations and carefully craft legal provisions to avoid uncertainty. Legal
reforms focused on victim recovery will better support the protection of constitutional
rights.
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